A.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia korupsi adalah
penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dan sebagainya)
untuk kepentingan pribadi, atau orang lain.' Secara harafiah korupsi
merupakan sesuatu yang buruk, jahat, dan merusak. Dalam membicarakan
tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena
korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang buruk. Yang
dilakukan melalui instansi atau aparatur pemerintah.

Mengutip tulisan Baharudiin Lopa dalam bukunya yang berjudul
“Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum”, membagi korupsi menurut
sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut:

1) Korupsi yang bermotif terselubung, yaitu korupsi secara sepintas
kelihatannya bermotif, tetapi tersembunyi sesungguhnya bermotif
mendapatkan uang semata.

2) Korupsi yang bermotif ganda, yaitu seseorang melakukan korupsi secara

lahiriah  kelihatannya hanya bermotifkan mendapat uang, tetapi
sesungguhnya bermotif lain yakni kepentingan politik.>

Sementara itu, lain halnya dengan pengertian korupsi menurut Andy
Hamzah. Menurut pendapatnya tentang pengertian korupsi adalah sebagai

berikut:

' Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai

Pustaka, Jakarta, 1989, Hal. 462

2 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 10



Bahwa sebenarnya korupsi di bidang politik berkaitan erat dengan korupsi
di bidang material keuangan. Karena seseorang berjuang secara tidak jujur
merebut suatu jabatan tertentu. dengan maksud agar jabatan tersebut dapat
memperkaya atau menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, atau suatu
golongan.’

Kemudian pendapat Oscar Anas Sonchar (penerima hadiah nobel),
tentang pengertian korupsi adalah sebagai berikut:

Bahwa korupsi senantiasa berkembang dalam kegelapan totaliterisme,

otorisme, dan kediktatoran. Maupun rezim-rezim yang membagi

kekuasaannya kepada segelintir orang-orang yang tidak bertanggung
. 4
jawab.

Kenyataan menunjukkan bahwa perbuatan yang melawan hukum
dengan menyalahgunakan kewenangan hukum. Dengan maksud bahwa
tindakan korupsi tersebut sama halnya dengan perbuatan yang rusak dan
busuk, sehingga kerugian keuangan dalam negara atau perusahaan cukup
besar sekali apabila masih adanya penyalahgunaan kewenangan kekuasaan.

Sedangkan pendapat lain tentang pengertian korupsi juga dikemukakan
oleh Sudarto. Menurut pendapatnya korupsi adalah:

“Dalam konsiderans peraturan bahwa dapat dikatakan berhubung tidak
adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas dalam perbuatan-
perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara

yang oleh khalayak dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu

tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan usaha dalam memberantas

korupsi™

Kemudian menurut Helbert Edelherz dalam bukunya yang berjudul
“the investigation of White Collar Crime, A Manual for law Enforcement

Agencies” mendefinisikan korupsi adalah sebagai berikut:

? Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2002, hal. 7).

* Ibid, hal. 9

> Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2005, hal. 33



Suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal yang
dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus atau terselubung untuk
mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/
pengeluaran uang atau kekayaan, atau untuk mendapatkan bisnis atau
keuntungan pribadi.®

Pendapat lain tentang istilah korupsi dalam arti luas yang meliputi
kolusi dan nepotisme, juga dikemukakan oleh Gurnar Myrdal yang
menyebutkan bahwa:

Korusi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang
berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-
usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan
lainnya seperti penyogokan.’

Kemudian dengan memperhatikan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang
nomor 3 tahun 1971, maka pengertian tindak pidana korupsi dapat diuraikan
sebagai berikut:

a. Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan
manifestasi dari perbuatan-korupsi dalam arti luas mempergunakan
kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri
atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum
orang yang menyuap sehingga dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi
dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana
dan hukum acara pidana.

b. Oleh karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan/
perekonomian negara, maka percobaan untuk melakukan tindak pidana
korupsi tersebut dijadikan delik tersendiri dan diancam dengan hukuman
yang sama dengan ancaman pidana itu sendiri yang telah selesai
dilakukan.®

% Ibid, Hal 34
" 1bid, .,

® Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2005, hal. 36



Sementara menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, pengertian

tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:
“Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara dan bisa menghambat pembangunan nasional,

sehingga harus diberantas dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian tindak pidana korupsi juga dijelaskan dalam Undang-
Undang nomor 20 tahun 2001. dalam ketentuan ini menjelaskan bahwa :
“tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya
merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran
terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas. Sehingga
tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang
pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”.

Dengan suatu rumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam
tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang
menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.
Perumusan tindak pidana korupsi itu sendiri dalam Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini
sangat penting untuk pembuktian sebab dengan rumusan secara formil
meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara maka pelaku tindak

pidana korupsi tersebut tetap dapat diajukan ke pengadilan dan tetapi dipidana

Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia
Dalam Pasal 1 butir I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia, ditentukan bahwa:



Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain
berdasarkan undang-undang.’

Menurut penjelasan di atas, Jaksa mempunyai wewenang yang diatur
dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2004. yakni melakukan penuntutan
tindak pidana korupsi serta melaksanakan putusan pengadilan guna untuk
memperoleh kekuatan hukum yang berlaku, serta wewenang yang lain
berdasarkan undang-undang. Hal ini ditegaskan bahwa jaksa sebagai penuntut
umum dalam perkara-perkara pidana, harus mengetahui secara jelas atas
semua pekerjaan yang harus dilakukan oleh penyidik dari awal sampai pada
akhirnya yang keseluruhan harus dilakukan berdasarkan hukum. Karena
Kejaksaan akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap
terdakwa. Mulai dari tersangka akan disidik, diperiksa perkaranya, ditahan,
dan sampai pada akhirnya tuntutanya dilakukan oleh jaksa itu sudah sah dan
benar, atau tidak menurut hukum.

Sementara itu menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang
nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan
bahwa
1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

a. Melakukan penuntutan;

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. Melakukan pengawasan terhadap kelaksanaan putusan pidana
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
Undang-Undang;
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e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh penyidik.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, menurut kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (7) menyatakan
sebagai berikut:

“Tindakan penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan
Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh
Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh
hakim di sidang pengadilan”.

Kemudian menurut pendapat Sudarto, yang dimaksud penuntutan
adalah sebagai berikut:

Tindakan penuntutan adalah berupa penyerahan berkas perkara si
tersangka kepada hakim dan sekaligus suapa diserahkan kepada sidang
pengadilan (verwijzing naar den terrechtizitting) '’

Sedangkan menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, penuntutan
adalah sebagai berikut:

Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan
perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada Hakim,
dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan
perkara pidana itu terhadap terdakwa.”"'

Adapun suatu tindakan yang dilakukan oleh Jaksa sebelum melakukan
penuntutan suatu perkara pidana tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a. Mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana yang diterima dari
penyidik. Apakah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa
telah melakukan tindak pidana. Apabila berkas perkara itu kurang lengkap,
harus segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik
untuk dilengkapi.

b. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak
pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka atas dasar itu jaksa membuat
surat dakwaan. Jaksa harus membuktikan surat dakwaannya itu di sidang

'Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 35.
" Ibid.,



pengadilan. Apabila dakwaannya terbukti, barulah Jaksa menyusun
tuntutannya. Dasar untuk menyusu tuntutan adalah dari surat dakwaan.'?

Dalam mempersiapkan suatu tindakan penuntutan, sebagaimana yang
telah dijelaskan di atas tersebut, penuntut umum diberi berbagai kewenangan
dan di dalam Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),
wewenang tersebut dapat diinvestasikan antara lain sebagai berikut:

a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai
melakukan penyidik suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana Pasal
109 ayat (1) dan pemberitahuan baik dari penyidik Pegawai Negeri Sipil,
yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan
dihentikan oleh hukum.

b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b. Dalam hal cara
pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik
pembantu (Pasal 12).

c. Mengadakan pra-penuntutan (Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan
materi Pasal 110 ayat (3) dan (4), serta Pasal 138 ayat (1) dan (2).

d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 dan
Pasal 29), melakukan penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)), serta
mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23).

e. Atur permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan
penahanan, serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal
tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31)

f. Mengadakan penjualan lelang Sitaan yang Ilekas rusak atau
membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan
pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap hukum
tetap atau mengamankannya dengan di saksikan oleh tersangka atau
kuasanya (Pasal 415 ayat (1)).

g. Melarang atau mengurangi kebebasan anta penasehat hukum dengan
tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4)),
mengawasi hubungan antar penasehat hukum dengan tersangka tanpa
mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1)) dan dalam hal kejahatan
terhadap keamanan negara dapat mendengarkan isi pembicaraan tersebut
(Pasal 71 ayat (2)). Pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat
hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan
oleh penuntut umum untuk disidangkan (Pasal 74).

h. Meminta dilakukan pra-peradilan kepada ketua pengadilan negeri untuk
menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik

12 ibid.,



(Pasal 80). Maksud Pasal ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan
dan kebebasan melalui sarana pengawasan secara horizontal.

1. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum
menerima penyerahan berkas perkara dari oditor militer dan selanjutnya
dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan
yang berwenang (Pasal 91 ayat (1)).

j.  Menentukan sikap apakah suatu berkas telah memenuhi persyaratan atau
untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139).

k. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab selaku
penuntut umum (Pasal 14 huruf i). Yang dimaksud dengan tindakan lain
adalah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan
secara tegas batas kewenangan dan fungsi antara penyidik, penuntut
umum, dan pengadilan.

. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat
dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat
dakwaan (Pasal 149 ayat (1)).

m. Membuat surat Penetapan Penghentian Penuntutan Pasal 140 ayat (2)
huruf a, dikarenakan :

a. tidak terdapat cukup bukti;
b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana;
c. perkara ditutup dari hukum

Berkaitan dengan penjelasan di atas, hal ini juga dikemukakan oleh Ledon
Marpaung mengenai penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh
Jaksa, yaitu :

1) Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan korupsi yang didakwakan
karena melihat keadaan perekonomiannya yang jauh diatas penghasilan
resminya.

2) Tali-temali korupsi sering begitu ruwet

3) Pintarnya terdakwa menghilangkan jejak

4) Penuntut umum tidak berhasil meyakinkan hakim atas dakwaaanya. '

Mengamati penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa tugas dan
wewenang Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi sangatlah berat.

Dimana Kejaksaan harus memeriksa pelaku tindak pidana korupsi. Oleh sebab

itu, diharapkan dengan adanya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak

" Edi Yunara, Korupsi Dan Pertanggunjawaban Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2005, hal. 70.



pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa harus benar-benar terbukti pada sat
sidang di pengadilan berlangsung. Dalam hal ini Jaksa harus mengemban
tugas penting yaitu meyakinkan kepada Hakim atas dakwaan terhadap pelaku

tindak pidana korupsi tersebut.

Tugas, wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 undang-undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang menjadi
tugas dari KPK adalah sebagai berikut :
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang menjadi tugas dari
KPK adalah sebagai berikut :
a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi.
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak
pidana korupsi
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.
Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 undang-undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di
atas, maka tugas yang diemban oleh KPK dalam memberantas tindak pidana
korupsi, sangatlah berat. Karena selain melakukan koordinasi, supervisi, dan
monitor, KPK juga diberi tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga memiliki

wewenang yang sagat luas dalam memberantas praktik-praktik tindak pidana



korupsi. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 8 angka (2) dan (3)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Komisi Pemberantasan Korupsi juga berwenang mengambil alih
penyidikan serta penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang
dilakukan oleh Kejaksaan atau Kepolisian.

- Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan
atau penuntutan, Kejaksaan maupun Kepolisian wajib menyerahkan
tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain
yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan
Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka (2) dan (3) Undang-Undang
nomor 30 Tahun 2002 tersebut di atas, selain tugas yang sangat berat, KPK
juga diberi wewenang yang cukup berat pula. Bahkan ketentuan tersebut
dengan jelas menegaskan bahwa KPK dapat mengambil alih wewenang untuk
melakukan penyidikan dan penuntutan yang ada pada Kepolisian maupun
Kejaksaan. Pengambilalihan wewenang penyidikan dan penuntutan yang ada
pada Kepolisian maupun Kejaksaan ini, dilakukan oleh KPK dengan alasan
apabila adanya laporan dari masyarakat mengenai penanganan tindak pidana
korupsi yang tidak ditindaklanjuti. Termasuk dalam proses penanganan yang
berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa adanya alasan yang cukup jelas. Dan
pengambilalihan wewenang ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya
intervensi dari pihak lain, kemungkinan juga adanya intervensi dari legislatif,
yudikatif, dan eksekutif. Pengambilalihan wewenang ini juga sangat
dimungkinkan, apabila Kepolisian maupun Kejaksaan mengalami adanya

keadilan dalam menangani tindak pidana korupsi.



Alasan atas pengambilalihan wewenang ini, dengan jelas dan tegas
telah diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang nomor 20 tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai
berikut: pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud
alam Pasal 8, dilakukan oleh KPK dengan alasan:

a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti
b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau
tertunda-tunda tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku
tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.

d. Penanganan tindak pidana korupsi yang mengandung unsur korupsi.

e. Hambatan penangan tindak pidana korupsi campur tandan dari eksekutif,
yudikatif, dan legistatif

f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian dan Kejaksaan,
penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, KPK juga akan melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Sebagaimana
yang telah diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002,
yaitu:

a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain
yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah.

Apabila memperhatikan penjelasan di atas, setidaknya Undang-
Undang nomor 20 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana
korupsi memberi batasan-batasan yang jelas dan tegas dalam melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Karena
batasan tersebut berkisar pada pelaku tindak pidana korupsi, yang dapat

merugikan keuangan negara dan dapat menyerahkan masyarakat.



Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002,
selain tugas dan wewenang, KPK juga berkewajiban:

a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang
menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai
terjadinya tindak pidana korupsi.

b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau
memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan
hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya.

c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden
Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan
Badan Pemeriksa Keuangan.

d. Menegakkan sumpah jabatan

e. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-
asas sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 5

Dengan memperhatikan ketentuan di dalam pasal 6 sampai dengan
pasal 15, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan tugas,

wewenang, dan kewajiban dari KPK. Maka sesungguhnya keberadaan KPK

justru bisa sangat membantu pemerintah maupun masyarakat, untuk mencegah
dan memberantas tindak pidana korupsi
Kemudian dalam ketentuan pasal 13 Undang-Undang nomor 30 tahun

2002, KPK juga memiliki juga memiliki tugas pencegahan sebagaimana yang

dimaksud pada Pasal 6 huruf d. serta melaksanakan langkah dan upaya

pencegahan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta
kekayaan penyelenggara negara.

b. Menerima laporan dan menetapkan status stratifikasi.

c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap

jenjang pendidikan.



d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi

pemberantasan tindak pidana korupsi.

e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum.
f. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi.

Dengan memperhatikan penjelasan dari pasal 13 Undang-undang
nomor 30 Tahun 2002 yang terdapat di atas, maka KPK selain melakukan
pendaftaran serta mengadakan pemeriksaan laporan harta kekayaan, KPK juga
memiliki tugas yaitu menetapkan status gratifikasi dan menyelenggarakan
pendidikan anti korupsi. Selain itu KPK harus melakukan kampanye
antikorupsi dan melakukan kerjasama bilateral atau multirateral dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di samping itu, KPK sebagai lembaga negara merupakan institusi,
independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bebas dari
kekuasaan manapun. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 3 Undang-undang
nomor 30 tahun 2002. selain itu yang dimaksud dengan “kekuatan manapun”
adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau
anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
Serta pihak-pihak lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi, atau
keadaan dan situasi dengan aturan apapun. Dalam ketentuan pasal 19 ayat (1)

dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 menegaskan sebagai berikut:



1. Komisi pemberantasan korupsi berdasarkan di Ibu kota negara
Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara
republik Indonesia .

2. Komisi pemberantasan korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah
propinsi.

Menurut penjelasan di atas, KPK wilayah kerjanya meliputi seluruh
wilayah yang berada di negara Republik Indonesia. Selain itu KPK juga dapat

membentuk perwakilan di daerah propinsi.

Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan

dan KPK

Dalam wupaya untuk memberantas tindak pidana korupsi maka
dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh pemerintah beberapa
waktu yang lalu merupakan jawaban dan sebagai salah satu langkah maju
untuk mendukung kekuatan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Dengan demikian, korupsi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh perorangan
maupun badan hukum atau korporasi dapat ditekan seminimal mungkin.
Dalam menangani perbuatan tindak pidana korupsi maka berdasarkan UU-
KPK tidak dikenal istilah surat penghentian penyidikan sehingga tidak akan
ditemui Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat perintah
penghentian penyidikan dalam menangani suatu perkara korupsi. Selain itu,
KPK mempunyai kewenangan untuk menangani korupsi dengan nilai kerugian

diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga apabila pihak



Kepolisian atau Kejaksaan telah menangani korupsi di atas nilai Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pihak Kepolisian dan Kejaksaan tersebut
wajib memberikan laporannya kepada KPK.

Dalam hal penyelidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi yang
diangkat dan diberhentikan oleh komisi pemberantasan Korupsi, sebagaimana
yang tercantum pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002.
penyidik melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi. Atas dasar
dugaan yang kuat adanya permulaan bukti yang cukup, penyidik dapat
melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan
tugas penyelidikannya. Penyidik membuat berita acara penyitaan pada hari
penyitaan yang memuat:

a. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lainnya yang disita.

b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan
penyitaan.

c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda
berharga lainnya

d. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan.

e. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang
tersebut.

Untuk kepentingan penyelidikan, tersangka tindak pidana korupsi
wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta
bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang
atau korporasi yang dilakukan oleh tersangka. Setelah penyidikan dinyatakan
cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada pemimpin
KPK untuk ditindaklanjuti. Apabila suatu tindak pidana korupsi terjadi dan
komisi belum mengadakan penyidikan, sedangkan perkara telah dilakukan

penyidikan, maka Kepolisian atau Kejaksaan, wajib memberitahukan kepada



KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal
dimulainya penyidikan. Jika KPK sudah mulai melakukan penyidikan, maka
Kepolisian atau Kejaksaan tidak memiliki wewenang lagi dalam melakukan
penyidikan. Jika penyidikan dilakukan secara bersamaan maka penyidikan
yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan segera dihentikan.

Sementara itu menurut ketentuan pasal 51 ayat (1), (2), dan (3),
menegaskan sebagai berikut:

(1) Penuntut adalah penuntut umum pada komisi pemberantasan korupsi yang
diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

(2) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi adalah
sebagai berikut:

“Penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik,
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
ditentukannya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas pertama
tersebut kepada Pengadilan Negeri”.

Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, dalam
melaksanakan penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, KPK juga
memiliki wewenang, yaitu adalah sebagai berikut:

Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan

b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang
berpergian ke luar negeri.

c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang
keadaan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa

d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk
memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa,
atau pihak lain yang terkait.

e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk
memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan atau terdakwa kepada instansi
yang terkait

g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan,
dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta



konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang
diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan
tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara
lainnya untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang
bukti di luar negeri.

i. Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam
perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Berkaitan dengan penjelasan dari pasal 12 Undang-Undang nomor 30
tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK cukup
berat. Karena dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana
korupsi, KPK harus bekerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan instansi
pemerintah, untuk memberantas perkara-perkara tindak pidana korupsi yang
dilakukan oleh tersangka atau terdakwa kasus korupsi. Dan diharapkan dapat
menuntaskan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan
pemeriksaan di pengadilan.

Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001- menjelaskan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000

(satu milyar rupiah).



